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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama
Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan

transliterasi.

A. Konsonan

I = tidak dilambangkan 1 ®E 7
« =D L = 4h
« =t Y 4= dh
S = tsa - i (koma menghadap keatas)
z =] 3 = gh
z = h R _F
é = kh 8 =g
S = d i =4
S = dz = |
J
J = 7 = m
e
J = 7 o) = n
o = S 5 = W



oa = sh < =y

Hamzah ( ¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak
diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma diatas (), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “g”.

. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan
masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vocal (a) panjang =4, Misalnya Ju menjadi  Qala
Vocal (i) Panjang =1, Misalnya Jss menjadi  Qila
Vocal (u) Panjang =0, Misalnya o, menjadi  Ddna

CeRY

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawabh ini:

Diftong (aw) = Misalnya  Js Menjadi  Qawlun

Diftong (ay) = & Misainya Menjadi  Khayrun



C. Ta’ Marbuthah (8)
Ta’ marb(thah ditransliterasikan dengan “¢” jika berada ditengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan ~ dengan menggunakan “h” misalnya ai.,.. dL.)  maka

menjadi ar-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah
kalimat yang terdiri dari  susunan mudlaf dan  mudlaf ilayh, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “¢” yang disambungkan dengan

kalimat berikutnya,misalnya b 4>, & menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” ( J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
diawal kalimat, sedangkan “a/” dalam lafadh jaldlah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan
nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Daih Akhidzu Mafazan, 15220117, 2015, Pemanfaatan barang jaminan tanah
olen penerima gadai dalam perjanjian Hutang piutang perspektif figih empat
madzhab (studi di Desa sendangharjo Brondong Lamongan). Skripsi Jurusan Hukum
Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim
Malang. Pembimbing Dr. Noer Yasin, M.H.I

Kata Kunci : Gadai , Kemaslahatan objek gadai, Hutang Piutang

Kenyataan bahwa mayoritas penduduk indonesia khususnya di perdesaan
menggantungkan hidupnya di sektor pertanian/perkebunan. Pelaksanaan gadai adalah
salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering di gunakan dalam hidup
bermasyarakat, Praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa
Sendangharjo Brondong Lamongan. Masyarakat biasanya menggunakan sawah
mereka sebagai barang jaminan (marhun) atas akad gadai yang mereka lakukan.
dengan sawah yang di gadaikan tersebut di manfaatkan oleh orang yang memberi
gadai. Dalam memanfaatkan tanah sawah tersebut seorang penerima gadai (murtahin)
menanami sawah tersebut dengan ditanami padi atau tanaman melon yang rata-rata
dalam 1 tahun bisa 3 kali panen dengan hasil yang cukup bagus. Sementara rahin
tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut
sampali ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu dari murtahin Sehingga
lahan sawah tersebut dikuasai oleh murtahin, ditanami sesuai kehendaknya asal itu
membawa keuntungan baginya.

Berdasarkan latar belakang di atas muncul rumusan masalah 1. Bagaimana
praktik pemanfaatan obyek gadai tanah oleh penerima gadai di Desa Sendangharjo
Lamongan. 2. Bagaimana hukum pemanfaatan obyek gadai tanah oleh penerima
gadai persfektif Fiqih Empat Madzhab di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan
dokumentasi. Adapun metode pengolahan datanya yakni dengan memerikasi data,
klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan praktek dari segi ijab gabulnya (sighat akad)
sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, meskipun ijab gabulnya
tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat ( bahasa
jawa), asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian, karena
dalam syariat Islam tidak ada ketentuan bahasa dalam sighat akad.
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ABSTRACT

Daih Akhidzu Mafazan, 15220117, 2015, Utilization of pawning objects by
pawners in the Debt Agreement on the perspective of figh four madzhab perspectives
(study in Sendangharjo Brondong Lamongan Village). Undergraduate thesis. Sharia
Business Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University
Malang. Supervisor : Dr. Noer Yasin, M.HI

Keywords : Pawn, The benefit of the pawn object, Debt

The fact that the majority of Indonesia's population, especially in rural
areas, depend their lives in the agriculture / plantation sector. The implementation of
pawning is one of the most important and often used activities in community life. The
practice of pawning is carried out by the community in the village of Sendangharjo
Brondong Lamongan. People usually use their fields as collateral (marhun) for the
pawn contract they do. with the mortgaged rice fields used by those who give pawn.
In utilizing the paddy soil, a pawn recipient (murtahin) cultivates the rice field by
planting rice or melon plants, which on average in 1 year can harvest 3 times with
pretty good results. While rahin cannot simply take a small portion of the benefits
from the paddy field until he can return the money he borrowed from murtahin. So
that the paddy field is controlled by murtahin, planted according to his will as long as
it brings benefits to him.

Based on the background above the problem formulation appears 1. How is
the practice of using the pawning land object by the pawn recipient in a loan
agreement in Sendangharjo Lamongan Village. 2. How is the legal use of pawning
objects by pawn recipients in the agreement on accounts receivable from the Figh
Empat Madzhab in Sendangharjo Village, Brondong Lamongan.

The approach method used in this research is the sociological juridical
approach. Sociological juridical approach. Data collection methods used are
interviews and documentation. The data processing method is by checking data,
classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study indicate the practice in terms of consent gabul (sighat
contract) is in accordance with the provisions of Islamic law, although the consent
gabul is done verbally and using local language (Javanese language), as long as both
parties know the purpose of the contents of the agreement, because in Islamic law
there are no language provisions in the sighat contract.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Gadai merupakan masalah yang cukup sering dilakukan oleh seluruh umat
manusia, kegiatan atau aktifitas tersebut meliputi segala aspek kehidupan yang
mencakup agidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju
tercapainya kebahagiaan hidup baik jasmani maupun rohani baik individu
maupun kehidupan bermasyarakat. Sehingga bagaimanapun caranya manusia
tidak bisa hidup secara individu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
cara tersebut yaitu dengan jalan bermuamalah. Dengan cara itulah manusia
mendapatkan rezeki dari Allah SWT, dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-
harinya.

Terjadinya transaksi gadai merupakan kebutuhan yang tidak terlepas dari
masalah keuangan, uang merupakan hal pokok untuk memenuhi kebutuhan
manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutupi kesulitan tersebut
sesorang terpaksa meminjam wuang kepada pihak lain. Syari’at Islam
memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong, yang kaya harus menolong
yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Salah satu bentuk
yang disyari’atkan dalam Islam adalah gadai (rahn).

Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum
Islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat.

Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati



oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan tentang pemanfaatan
barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam.

Kasus gadai di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan tersebut melakukan gadai secara perorangan, seperti kepada tetangga
sendiri atau kepada kerabat tanpa adanya perjanjian tertulis ataupun dengan tanpa
adanya saksi. Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Sendangharjo Brondong
Lamongan adalah sebagai petani, kebanyakan dari mereka melakukan gadai itu
dengan jaminan sawah yang masih produktif, akan tetapi akad tidak akan
berlangsung jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tersebut tidak produktif.

Fakta yang terjadi di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan tersebut, bahwa sawah yang dijadikan jaminan gadai langsung dikelola
oleh murtahin dan hasilnya pun diambil oleh murtahin. Pihak murtahin berhak
menguasai dan mengambil manfaat atas barang sawah yang digadaikan tersebut
sebelum rahin melunasi hutangnya. Pihak rahin mau tidak mau harus merelakan
sawahnya dikelola dan diambil manfaatnya oleh murtahin, walaupun sebenarnya
mereka berat hati sawahnya diambil manfaatnya oleh orang lain tanpa
mendapatkan bagian sedikitpun. Tanpa tahu bagaimana hukumnya yang hanya
mengikuti suatu kebiasaan di masyarakat, murtahin mengelola sawah tersebut
tanpa rasa canggung.

Praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sendangharjo
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Masyarakat biasanya menggunakan

sawah mereka sebagai barang jaminan (marhun) atas akad gadai yang mereka



lakukan. Alasan dijadikannya sawah sebagai obyek gadai karena penduduk yang
ada di Desa Sendangharjo mayoritas mata pencaharian adalah petani dan harta
satu-satunya hanyalah sawah, sehingga jika mereka ingin mendapatkan uang
secara cepat, tanpa harus menjual tanah sawahnya dan tidak memakan waktu
lama dengan jalan menggadaikan sawah di Desa tersebut. Adapun luas sawah
yang digadaikan kebanyakan berukuran 1.956 m? atau lebih, dengan jumlah uang
yang dipinjamkan rata-rata 20 juta, selama 1 sampai 2 tahun jangka waktu yang
disepakati kedua belah pihak, dengan sawah yang digadaikan tersebut
dimanfaatkan oleh murtahin. Dalam memanfaatkan tanah sawah tersebut seorang
penerima gadai (murtahin) menanami sawah tersebut dengan ditanami padi atau
tanaman melon yang rata- rata dalam 1 tahun bisa 3 kali panen dengan hasil yang
cukup bagus. Sementara rahin tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil
manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang
dipinjamnya dari murtahin. Sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh
murtahin, kemudian ditanami sesuai kehendak murtahin untuk mendapatkan
keuntungan baginya.

Dalam pengambilan manfaat atas barang yang digadaikan, para ulama
madzhab berbeda pendapat. Madzhab Hanafi ada dua kelompok, pertama apabila
rahin memberi izin kepada murtahin untuk memanfaatkan marhun, maka
menurut sebagian Ulama Hanafiyyah murtahin boleh memanfaatkannya secara
mutlak. Kedua, sebagian ahli Figih Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan

yang mengharuskan murtahin memanfaatkan barang gadai walaupun dengan



seizin rahin, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan, sedangkan izin
atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Madzhab Maliki membagi dua
bagian, pertama, melarang memanfaatkan marhun dalam utang yang bersifat gard
(suatu akad pinjaman). Kedua, memperbolehkan memanfaatkan marhun dalam
bentuk jual beli atau transaksi Mu'awwadah (pertukaran). Madzhab Syafi'i
melarang murtahin memanfaatkan marhun, karena murtahin hanya mempunyai
hak untuk menahan bukan memanfaatkan, tapi apabila rahin memberi izin kepada
murtahin untuk memanfaatkan marhun maka diperbolehkan karena rahin bebas
mengizinkan siapa saja yang di kehendaki untuk memanfaatkan marhun. Asalkan
tidak dilakukan dalam akad. Madzhab Hambali lebih mengkhususkan kepada
jenis barang yang digadaikan. apabila marhun berupa benda mati, maka murtahin
dilarang memanfaatkan marhun. Namun apabila marhun berupa benda hidup
(hewan yang dapat ditunggangi dan diperah) maka murtahin boleh memanfaatkan
marhun, sesuai biaya yang dikeluarkan untuk merawat marhun.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peristiwa tersebut tentu menarik
untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan
dalam literatur-literatur membahas tentang hukum pemanfaatan obyek gadai.
Sehubungan dengan adanya masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang “Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima
Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Figih Empat Madzhab

(Studi di Desa Sendangharjo Kabupaten Lamongan)”.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemanfaatan Barang Jaminan tanah oleh penerima gadai
dalam perjanjian hutang piutang di Desa Sendangharjo Lamongan?

2. Bagaimana hukum pemanfaatan Barang Jaminan tanah oleh penerima gadai
dalam perjanjian hutang piutang persfektif Figih Empat Madzhab di Desa
Sendangharjo Brondong Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui atau memberikan gambaran tentang praktik pemanfaatan
Barang jaminan tanah oleh penerima gadai di Desa Sendangharjo Brondong
Lamongan.

b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam tentang praktek
pemanfaatan Barang Janinan tanah oleh penerima gadai di Desa
Sendangharjo kecamatan Lamongan.

2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan

masyarakat dalam hal gadai dan hutang-piutang baik dari segi manfaat
maupun madhorotnya.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Sebagai kajian pemikiran akademik secara teoritis maupun konseptual yang

berkenaan dengan ilmu di bidang Hukum Bisnis Syariah terkhusus dalam



kajian hukum praktik pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Sendangharjo
Brondong Lamongan.
2. Manfaat Praktis
a. Penulis
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang
praktik pemanfaatan barang gadai yang di lakukan di Desa Sendangharjo
Brondong Lamongan.
b. Masyarakat
Diharapkan dapat menjadi acuan dan memberi pemahaman bagi para
pihak yang melakukan transaksi gadai tanah di Desa Sendangharjo
Brondong Lamongan agar dapat menjalankan sesuai dengan Hukum Islam.
c. Civitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mencari
bahan atau data-data mengenai pemanfaatan obyek gadai tanah oleh kreditur
di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan.
E. Definisi Operasional
1. Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam
Perjanjian Hutang Piutang
Pemanfaatan obyek gadai berawal dari akad hutang piutang yang
dilakukan oleh kedua belah pihak yakni rahin dan murtahin, kemudian rahin
sebagai pihak yang berhutang memberikan sawah kepada murtahin sebagai

jaminan atas peminjaman uang yang dilakukan oleh pihak rahin, kemudian



kedua belah pihak bersepakat menentukan jangka waktu untuk pengembalian
uang yang dipinjam serta obyek yang dijadikan jaminan. Dalam jangka waktu
vang disepakati pihak murtahin dapat memanfaatkan obyek sawah yang
digunakan sebagai jaminan untuk diambil manfaat dan memberikan
keuntungan murtahin sedangkan rahin hanya memperoleh uang pinjaman yang
diberikan murtahin.

Perspektif Figih Empat Madzhab

Persoalan tentang pemanfaatan obyek gadai tanah oleh penerima gadai
(murtahin), terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’ figih Madzhab.
Yang dimaksud peneliti disini yakni perspektif figih empat Madzhab
diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, Imam Hanbali.

Ulama’ sepakat membolehkan transaksi gadai akan tetapi yang menjadi
permasalahannya yakni dalam transaksi gadai terdapat pemanfaatan barang
jaminan yakni berupa sawah. Beberapa pendapat serta argumen hukum tentang
memanfaatkan barang gadai. Pertama, Imam Hanafi terdapat dua kelompok
yang pertama memberi izin kepada murtahin untuk memanfaatkan barang
gadai asalkan mendapat izin dari rahin. Kedua tidak boleh memanfaatkan
barang gadai jika tidak ada izin dari rahin. Sangat menarik jika di kaji lebih
dalam tentang hukum memanfaatkan barang gadai menurut pandangan dan
argumen yang berbeda di atas. Kedua, Imam Maliki membagi menjadi dua
tentang memanfaatkan marhun, pertama marhun dalam hutang yang bersifat

gard, kedua dalam hutang piutang dalam bentuk jual beli atau transaksi



pertukaran (mu’awwadah) ulama Maliki melarang pada bagian yang pertama
dan membolehkan bagian kedua. Ketiga, Imam syafi’i melarang murtahin
memanfaatkan marhun, karena murtahin hanya mempunyai hak untuk
menahan bukan memanfaatkan, tapi apabila rahin memberi izin kepada
murtahin untuk memanfaatkan marhun maka diperbolehkan asal tidak
dilakukan dalam akad. Keempat, Imam Hambali, lebih kepada jenis barang
yang digadaikan. Apabila marhun berupa benda mati, maka murtahin dilarang
memanfaatkan marhun. Namun apabila marhun berupa benda hidup (hewan
yang biasa ditunggangi dan diperah) maka hukumnya boleh sesuai biaya yang
dikeluarkan untuk merawatnya.
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa
uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian.
Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri
dari lima bab:
BAB |
Dimana dalam bab ini akan memberikan gambaran dan pengetahuan umum
tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini di bahas tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian agar
tidak terjadio kesamaan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 11



Pada bab ini, akan pengertian dalam bab ini berisi tentang tujuan pustaka,
yang didalamnya terdiri dari kajian teori di mana didalamnya membahas tentang
Pemanfaatan barang gadai tanah oleh penerima gadai dan membahas tentang
Dasar hukum menurut Figih Empat Madzhab.

BAB I11

Dalam bab ini akan menguraikan metode-metode penelitian yang dipakai
peneliti. Hal ini penting dilakukan demi tercapainya keabsahan data serta dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya dan meyakinkan pembaca bahwa
penelitian ini dilakukan secara serius sehingga tidak perlu ada keraguan lagi untuk
menjadikan karya ini sebagai salah satu tambahan referensi dalam penelitian
berikutnya. Dalam hal ini meliputi obyek penelitian yang berisi tentang jenis
penelitian, pendekatan, sumber data dan teknik pengumpulan data serta
pengolahan data.

BAB IV

Dalam bab ini, menguraikan tentang paparan data yang diperoleh dari analisa
data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah
ditulis dalam nan Il. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini,
juga sebagai cara menemukan jawaban atas masalah yang ada dalam rumusan
masalah. Dalam bab ini akan menguraikan tentang dasar hukum tentang
pemanfaatan gadai tanah oleh penerima gadai. Analisa data yang terdiri dari

analisis menurut Pandangan Figih Empat Madzhab.
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BAB V

Sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian.
Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yakni hasil akhir dari
sebuah penelitian. Sedangkan saran yaitu harapan penulis kepada semua pihak
yang ahli dalam masalah ini, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang

maksimal.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian terdahulu perlu di kemukakan dalam bentuk deskripsi
maupun teori. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai korelasi dengan
penelitian penulis yakni diantaranya:

1. Penelitian Nur Rif'ati (2103141) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo
Kecamatan Pegando Kabupaten Kendal)”. Dalam penelitian tersebut
bermaksud untuk membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
praktek gadai sepeda motor, dimana barang tersebut berupa barang hutangan,
adanya unsur tambahan serta pemanfaatan dengan cara menyewakan barang
gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa praktek gadai yang dilaksanakan di desa Karangmulyo, kec. Pegandon,
Tegal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, ini dilihat dari segi ma’qud
alaih yang berupa hutang. Padahal dalam syarat gadai dijelaskan bahwa
ma’qud alaih tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain yakni harus berupa
milik sempurna. Dari akad gadai yang tersebut ini juga diketahui bahwa akad
gadai tersebut terkontaminasi oleh praktek riba, dimana murtahin selain
mengambil manfaat dari ma“qud alaih juga meminta bunga dari pokok

pinjaman yang diambil oleh rahin. Selain itu dijelaskan juga bahwa dalam
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praktek gadai tersebut ditemukan adanya unsur gharar, ini digambarkan dengan
kegiatan murtahin yang menyewakan ma'qud alaih yang dalam hal ini
merupakan bentuk penipuan dan kecurangan terhadap rahin.*

2. Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai
(Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata”. Di teliti oleh Nur
Asiah (IAIN Walisongo 2005). Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana
pemanfaatan barang gadai oleh rahin ditinjau dari Hukum Islam serta Pasal
1150 KUH Perdata. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa baik ditinjau dari
Hukum Islam maupun KUH Perdata bahwa praktek pemanfaatan barang gadai
tidak diperbolehkan. Namun dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa pemegang
gadai diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan yang berupa
binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya. Dalam hal ini pemegang
gadai diperkenankan mengambil manfaat sebesar biaya perawatan dan
pemeliharaan binatang tersebut.

3. Penelitian Fingky Utami, Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir Il
Dalam Persfektif Ekonomi Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara 2018. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada beberapa
permasalahan yakni: Bagaimana system pelaksanaan gadai sawah pada

masyarakat Desa Tandam Hilir, serta Bagaimana pandangan ekonomi Islam

! Nur Rifati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa
Karangmulyo Kecamatan Pegando Kabupaten Kendal), Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, Jurusan
Muamalah. 2008

2 Nur Asiah, Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Persfektif Hukum Islam
Dan KUH-Perdata, Skripsi, IAIN Walisongo 2005.
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terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Tandam Hilir.

Kemudian dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa Praktik gadai yang

dilakukan oleh masyarakat Desa Tandam Hilir 11 jika ditinjau dari pelaksanaan

akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun pemanfaatan yang
berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak
dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang
gadai di tangan penerima gadai (murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum

Islam yang mengaharuskan penguasaan pemanfaatan berada ditangan

penggadai (rahin). Bahwa yang berhak menguasai/ memanfaatkan barang

gadaian adalah penggadai (rahin).?

Dalam penelitian antara ketiga penelitian terdahulu yang di lakukan oleh para
mahasiswa diberbagai Universitas yang telah diteliti penulis disini terdapat
persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut. Persamaan yang dilakukan
oleh ketiga peneliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang barang gadai.

Sedangkan dalam perbedaannya yakni penulis mengkhususkan penelitian
terhadap pemanfaatan barang gadai dan penulis juga mengkhususkan menurut
perspektif figih empat madzhab yang dimana penelitian ini di lakukan di Desa

Sendangharjo Brondong lamongan.

3 Fingky Utami, Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir 11 Dalam Persfektif Ekonomi Islam,
Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018



Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
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No. Nama Judul Persamaan Perbedaan

1. Nur Rif'ati | Tinjauan Hukum - Membahas - Praktek
(IAIN Islam Terhadap tentang barang pemanfaatan
Walisongo | Praktek Gadai gadai. gadai sepeda
Semarang, | Sepeda Motor - Penelitian motor.
2008) (Studi Kasus Di empiris

Desa Karangmulyo
Kecamatan
Pegando Kabupaten
Kendal)

2. Nur Asiah | Pemanfaatan - Membahas - Penelitian ini
(IAIN Barang Gadai Oleh tentang barang fokus dalam
Walisongo | Pemberi Gadai gadai. pemanfaatan
Seemarang, | (Rahin) Dalam barang gadai
2005) Perspektif Hukum binatang

Islam Dan KUH- ternak.
Perdata

3. Fingky Praktik Gadai - Membahas - Penelitian ini
Utami Sawah Petani Desa tentang barang fokus pada
(UVIN Tandam Hilir 11 gadai pandangan
Sumatra Dalam Persfektif Ekonomi
Utara, Ekonomi Islam. islam.

2018)
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B. Kerangka Teori

1.

Pengertian Gadai/Rahn

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga
dinamai al-Habsu. Secara etimologi, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan
al-habsu berarti menahanan terhadap suatu barang tersebut.

Menurut Nasrun Haroen, ar-rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai
jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak
(piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.*

Gadai atau dalam bahasa Arab rahn menurut arti bahasa bersasal dari kata
rahana-rahnan yang sinonimnya:

a. Tsabata, yang artinya tetap;
b. Dama, yang artinya kekal atau langgeng;
c. Habasa, yang artinya menahan.
Menurut istilah syara’, gadai atau rahn didefinisikan oleh Sayid sabiq yang

mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut.

of o Ml ws»i@%d@wj&:}\,@guuw@yw

“Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjdikan benda yang memiliki nilai harta

dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan

* Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 252
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dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya
dari benda (jaminan) tersebut.
Svafi’iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi

gadai (rahn) sebagai berikut.

Wl jdad e Lgoe gty s Aisg e (e Joor

“Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana
utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika
5

pelunasannya mengalami kesulitan”.

Hanabilah memberikan definisi rahn sebagai berikut.

ale ga 2 o3lital 0w O) 4 e (gted a5y Jagt o JU

“Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bis
dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengambilannya dari
orang yang berutang”.

Malikiyah memberikan definisi gadai (rahn) sebagai berikut.

el L Sbo ol Y oo & e B S0l o iy Sz 108 &L

“Rahn adalah sesuatau yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya

sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap .

> Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013) Cet 2, h, 286
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Dari definisi-definisi yang dikemukaakn oleh ulama madzhab tersebut dapat
dikemukakan bahwa di kalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang
mendasar dalam mendefinisikan gadai (rahn). Dari definisi yang dikemukakan
tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang
sebagai jaminan atas uang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan
dalam pembayarannya maka utang tersebut bias dibayar dari hasil penjualan
barang yang dijadikan jaminan itu.®

Sedangkan menurut Sabig, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai
nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang
bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat)
barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang
ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa
barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan
pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-mughni
adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi
dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang
yang berpiutang, sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul
Wahab mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda
sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila

utang tidak dibayar. Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa

® Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, Cet 2, h, 288
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pengertian rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa
rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.’

Ulama Shafi’iyyah berpendapat bahwa al-Rahn adalah ja'lu ainin yajuzu
bay 'uha washiqatan bidaynin yustaufa minha ‘inda ta’adhuri wafaihi “menjadikan
suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila
yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Sayyid sabiq menambahkan
bahwa rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam
pandangan shara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk menganmbil
seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.®

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai
yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian dalam hukum positif seperti yang
tercantum dalam Burgelijk Wetbook (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain
atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-
orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang

tersebut dan biaya-biaya mana harus di dahulukan (Pasal 1150 KUHPerdata).

"Abdul Ghofur Anshori.Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional).
(Yogtakarta: Gadjah Mada University Press. 2011) h, 112

®Ade Sofyan Mulazid. Kedudukan sistem Pegadaian syariah dalam Sistem Hukum Nasional si
Indonesia. (Kementrian Agama RI. 2012) h, 29



19

Selain berbeda dengan KUHPerdata, pengertian gadai menurut syariat islam
juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana
dalam ketentuan hukum adat dan pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk
menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual
(penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya
kembali.®

2. Rukun Gadai
Rukun gadai ada 5 diantaranya yakni pemberi gadai, penerima gadai, barang
yang di gadaikan, utang, pernyataan gadai.
a. Rahin (orang yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang
yang digadaikan.

Hak pemberi gadai (rahin)

1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia

melunasi pinjaman.

2) Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya

barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.

3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah

dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

%Sasli Rais. Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer). (Jakarta:
Universitas Indonesia. 2008) h, 38
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4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima
gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.'

Kewajiban pemberi gadai (rahin)

1) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam
tenggang waktu yang ditentukan. Termasuk biaya-biaya yang ditentukan
oleh penerima gadai.

2) Pemberi gadai wajib melunasi atas barang gadai miliknya, apabila dalam
jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi
pinjamannya.

b. Murtahin (orang yang menerima gadai)
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan
modal dengan jaminan barang. Hak murtahin:

1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat
memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai
dapat digunakan untuk melunasi pinjaman marhun bih dan sisanya
dikembalikan kepada rahin.

2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantinya yang telah dikeluarkan
untuk menjaga keselamatan marhun.

3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang

gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.™

19 Ali Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 22
! Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 165
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Kewajiban murtahin.
1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai apabila
hal itu disebabkan kelalaiannya.
2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan
sendiri.
3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum
diadakan pelelangan barang gadai.
c. Marhun (barang yang digadaikan)
Barang yang dijadikan jaminan oleh rahin dalam mendapatkan utang.
Syarat marhun:*?
1) Dapat diperjual belikan
2) Bermanfaat
3) Jelas
4) Milik rahin
5) Bisa diserahkan
6) Tidak bersatu dengan harta lain
7) Dikuasai oleh rahin
8) Harta yang tetap atau bisa di pindahkan
d. Marhun bih (utang)
Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya

tafsiran marhun

12 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Press, 2010), h. 392
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1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada

pihak yang memberi hutang.

2)  Marhun bih memungkinkan dapat di bayarkan.

Jika marhun bih tidak dibayarkan, rahin tidak sah, sebab menyalahi
maksud dan tujuan dari disyaratkannya akad rahin.

e. Sighat (pernyataan gadai)
Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Diantara yang menjadi syarat sighat:

1) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu
waktu dan masa depan.

2) Rahin mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya
akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan
suatu waktu dimasa depan.™®

3. Syarat Gadai
Sedangkan syarat rahin, figih mengemukakan sesuai dengan rukun rahin itu
sendiri, yaitu:
a. Rahin dan murtahin
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin,
harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berrti

kelayakan sesorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang

3 Hendi Suhendi, figih muamalah, membahas ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada,
2002), h. 108
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yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan rahn, karena
gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.**
b. Shighah (akad)

Shighah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu
di masa mendatang. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian
utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat
terentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.

c. Marhun bih (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada
pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatau yang menjadi
utang itu tidak bias dimanfaatkan maka tidak sah. Harus di kuantifikasikan
atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat
dikuantifikasikan, rahn tidak sah.

d. Marhun (barang)

Menurut ulama Syafi’iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat.
Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua,
penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak
terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba
masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada

gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjualbelikan.’®

4 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h, 199
1> |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, h, 200
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Mohammad Anwar dalam buku figih Islam (1988: 56) menyebutkan rukun
dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:
a. ljab gabul (sighat)
Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan
saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak.
b. Orang yang bertransaksi (Agid)
Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu
rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah:
1) Telah dewasa
2) Berakal
3) Atas keinginan sendiri.
¢. Adanya barang yang digadaikan (marhun)
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh
rahin (pemberi gadai) adalah:
1) Dapat diserahterimakan
2) Bermanfaat
3) Milik rahin (orang yang menggadaikan)
4) Jelas
5) Tidak bersatu dengan harta lain
6) Dikuasai oleh rahin

7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
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Abu Bakr Jabir Al-Jaziri dalam buku “Minhajul Muslim” menyatakan bahwa
barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan,
kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak. Karena
penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak tersebut
haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena di
dalamnya tidak memuat unsur gharar bagi murtahin. Dinyatakan tidak
mengandung unsure gharar karena piutang murtahin tetap ada kendati tanaman
dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan (Al-Jazairi,
2000: 532).

. Marhun bih (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah syarat utang dapat dijadikan atas

gadai adalah:

1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;

2) Utang harus lazim pada waktu akad;

3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara rahin dan murtahin,
maka ucapan yang diterima ialah ucapan rahin dengan disuruh bersumpah,
kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang
diperselisihkan adalah mengenai marhun, maka ucapan yang diterima adalah
ucapan murtahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika murtahin dengan
disuruh bersumpah, kecuali jika rahin bisa mendatangkan barang bukti yang

menguatkan dakwanya, karena Rasulullah SAW bersabda: “barang bukti
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dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang
yang tidak mengaku”. (Diriwayatkan Al-Baihagi dengan sanad yang baik) (Al-
Jazairi, 2000: 533).

Jika murtahin mengklaim telah mengembalikan rahn dan rahin tidak
mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan rahin dengan disuruh
bersumpah, kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti yang
menguatkan klaimnya.

Madzhab maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad
orang yang menggadaikan (rahin) dipaksakan untuk menyerahkan borg
(Jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Sedangkan
menurut Al-Jazairi marhun boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya
selain murtahin sebab yang terpenting dari marhun tersebut dapat dijaga dan itu
bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.*®

Para ulama figh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-Rahn.
Menurut Jumhur ulama rukun ar-Rahn itu ada empat, yaitu:

1) Orang yang berakad (ar-rahn dan al-murtahin)
2) Sighat (Lafadz ijab dan Qobul)
3) Utang (al-marhun bih)
4) Harta yang dijadikan jaminan (al-marhun)
Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ar-Rahn itu hanya ijab

dan Qobul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya

1% Abdul Ghofur Anshori. Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional), h 115
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akad rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi

hutang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (ar-Rahn dan al-Murtahin),

harta yang dijadikan jaminan (al-Marhun) dan utang (al-Marhun bih) menurut
ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat ar-Rahn, bukan rukunnya.'’

Adapun syarat-syarat ar-Rahn para ulama figih menyusunnya sesuai dengan
rukun ar-Rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ar-Rahn adalah
sebagai berikut:

a. Syarat yang terkait dengan orang berakad (ar-rahn dan al-murtahin) adalah
cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur
ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut
ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh,
tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang
mumayyiz boleh melakukan akad ar-rahn asal mendapat persetujuan dari
walinya.

b. Syarat yang terkait dengan sighat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad
itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad ar-rahn
sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat
tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang
berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan
hutang belum dibayar, maka jaminan atau ar-rahn itu diperpanjang satu

bulan. Sementara, Jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah

7 Abdul Ghofur Anshori. Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional), h 117
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syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan,
tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka
syaratnya batal. Perpanjangan ar-rahn satu bulan dalam contoh syarat diatas
termasuk syaratyang tidak sesuai dengan tabiat ar-rahn. Karenanya syarat
tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya
ar-rahn, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang
saksi.'®

c. Syarat yang terkait dengan hutang (al-marhun bih):
1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang
2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan
3) Utang itu harus jelas dan tertentu.

d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (al-marhun),
menurut ulama figih syarat-syaratnya sebagai berikut:
1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
2) Berharga dan boleh dimanfaatkan
3) Jelas dan tertentu
4) Milik sah orang yang berhutang
5) Tidak terkait dengan hak orang lain
6) Merupakan harta utuh dan

7) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

18 Sapiudin Shidig, dll, Figih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h, 266
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Di samping syarat-syarat di atas para ulama figih sepakat mengatakan,
bahwa ar-Rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di rahn kan itu
secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan
telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak
seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan
kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi
kesempurnaan ar-Rahn adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara
hukum oleh pemberi hutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam
Q.S. al-Bagarah: 283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai
secara hukum oleh pemberi hutang.*

4. Dasar Hukum Gadai
Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (jaiz) seperti yang
tercantum dalam Al- Qur’an.
a. Dalil Al- Qur’an
Sebagai salah satu jenis akad dalam figh muamalah, akad rahn terdapat

secara sharih dalam Al-Qur’an:

AN (PR U IO ET SRR T G TR PR HT PP CRPLA = T

(..J&djlwuc\lj\j 2186 s 2 53 1,288 Vg 45 b 5

19 sapiudin Shidig, dll, Figih Muamalat, h, 268
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“Dan apabila kamu dalam perjalanan (dan sedang bermuamalah
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka
hendaklah ada baranga tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagaian
vang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhanya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan para
persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikanya, maka
sesunggunya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 20

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang
tanggungan (marhun) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan
yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan
kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan
diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai
bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi),
bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada
saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada
keberatan dari pihak yang dititipi.

Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang
telah disepakati kedua belah pihak ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan
memberikan barang tanggungan (marhun) sebagai jaminan atas pinjaman
(menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi,

melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh

pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah

20 Qs. Al-Bagarah, ayat 28, Al-Qur’an Terjemah (Jakarta: Akbar Media, tth), h. 49
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tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si
Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan
dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat
kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi. Demikian pula
si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua
belah pihak.?!

b. As-Sunnah

Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda:

Jot 01 Loasds 2o UL o2t (o e Joo 280 OF e g d2se 32
(S memes) 4552 L5

“Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan
kepadanya baju besi”” (HR Bukhari dan Muslim).?

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

b g LB 0 g ol o 1 08 IR Y
“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”

(HR Asy’Syafii, al Daruquthni dan Ibnu Majah).?®

21 M. Quraish Shihab, Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an, (Jakarta: Lentera
Hati, cet. 5, 2005), h. 610-611

?2 Al-Bukhori, Shahih Bukhori, Jilid 11, (Bairrut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997), h.756
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Nabi Muhammad saw bersabda:

il Jos (B3 D871 atily Lsd 30 s (O3 D) skl &35 5k
B ki L5

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat
diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan
kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan

pemeliharaan”. (HR jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasai). **

c. ljtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga
berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal
ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian
maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah
SAW terhadap riwayat hadis tentang orang yahudi tersebut di Madinah. Adapun
keadaan dalam perjanjian seperti ditentukan dalam QS. Al-bagarah: 283, karena
melihat kebiasaan di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu
bepergian (Sayyid Sabiq, 1987: 141). Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-
Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu

bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan

adanya hadis tersebut.?

 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu, Juz V, h. 180
2 Abdul Ghofur Anshori. Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional) h, 114
25 Abdul Ghofur Anshori.Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional) h, 115
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d. IjmaUlama

Jumhur Ulama sepakat bahwa rahn hukumnya boleh, baik ketika ditengah
perjalanan maupun ketika menetap, berbeda dengan pendapat Nujahid dan
Ulama Zhahiriyyah, karena sunnah menjelaskan tentang pensyariatan rahn
secara mutlak, baik ketika sedang ditenggah perjalanan maupun tidak menetap,
penyebutan As-Safar (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 surat Al-
Bagarah diatas hanya berdasarkaan kebiasaan yang lumrah berlaku saja bukan
merupakan syarat. Karena pada masa dahulu biasanya ditengah perjalanan sulit
untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juga tidak termasuk
syarat rahn karena hukum rahn di dalam As-Sunnah dijelaskan secara mutlak.
Oleh karena itu ayat diatas hanya menunjukkan manusia kepada bentuk
watsiigah yang mudah bagi mereka ketika dalam kondisi tidak menemukan
seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang

mereka lakukan.?®

5. Berakhir dan Selesainya Akad Gadai
Akad ar-Rahn selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti ibraa’ (ar-
Rahin dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (al-Murtahin
menghibahkan utang yang ada kepada ar-Rahin), terlunasinya utang dan lainnya.
Penjelasan lebih lanjut adalah seperti berikut,

a. Diserahkannya al-Marhun kepada pemiliknya

%6 Wahbah Az-Zuhaily, Al figh Al Islam wa Adillatuhu, Juz 6, h. 182
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Menurut jumhur ulama’ syafi’iyyah, akad ar-Rahn selesai dan berakhir
dengan diserahkannya al-Marhun kepada pemiliknya. Karena al-Marhun adalah
jaminan pengutang uang, oleh karena itu, jika al-Marhun diserahkan kepada
pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya al-istitsaaq (jaminan
penguat utang). Oleh karena itu, akad ar-Rahn yang ada juga selesai dan
berakhir. Seperti halnya, menurut jumhur, akad ar-Rahn selesai dan berakhir
ketika al-Murtahin meminjamkan al-Marhun kepada ar-Rahin atau kepada
orang lain dengan seizin ar-Rahin.

. Terlunasinya seluruh utang yang ada (al-Marhun bihi)

Apabila ar-Rahin telah melunasinya seluruh al-Marhun bihi, maka akad ar-

Rahn secara otomatis selesai dan berakhir.
. Penjualan al-Marhun secara paksa yang dilakukan oleh hakim ketika ar-Rahin
menolak untuk menjual al-Marhun. Apabila al-Marhun dijual dan utang yang
ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad ar-Rahn selesai
dan berakhir.

Sedangkan jika penjualan tersebut adalah penjualan atas kesadaran sendiri
yang dilakukan oleh ar-Rahin atas seizin al-Murtahin, maka jika penjualan
tersebut berlangsung setelah jatuh tempo pelunasan utang, maka harga hasil
penjualan tersebut terikat dengan hak al-Murtahin. Namun jika berlangsung
sebelum jatuhnya tempo pelunasan utang yang ada, maka menurut Imam Abu
Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak

al-Murtahin dan menjadi al-Marhun yang dijual. Karena ar-Rahn menjual al-
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Marhun atas seizin al-Murtahin, maka haknya tertetapkan di dalam harga hasil
penjualan tersebut, sama seperti jika seandainya utang yang ada telah jatuh
tempo. Sementara itu, ulama Malikiyyah, ulama Syafi’iyyah, dan ulama
Hanabilah berpendapat bahwa akad ar-Rahn yang ada batal dengan dijualnya
al-Marhun dan ar-Rahin tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian
yang lain, sehingga utangyang ada menjadi tanpa barang gadaian.

d. Terbebaskannya ar-Rahin dari utang yang walau dengan cara apa pun,
walaupun dengan akad Hawalah (maksudnya ar-Rahin sebagai al-Muhil dan al-
Murtahin menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang
gadaian yang pertama, maka al-Marhun dianggap telah tertebus.*’

e. Pembatalan akad ar-Rahn dari pihak al-Murtahin atau dengan kata lain, al-
Murtahin membatalkan akad ar-Rahn yang ada, walaupun pembatalan tersebut
hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik al-Murtahin, dan akad ar-
Rahn bagi bagi pihak al-Murtahin sifatnya tidak mengikat. Namun akad ar-
Rahn tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak ar-Rahin,
karena akad ar-Rahn bagi ar-Rahin sifatnya mengikat.

f. Akad ar-Rahn menurut ulama Hanafiyyah batal dengan meninggalnya ar-Rahin
atau al-Murtahin sebelum diserahkannya al-Marhun kepada al-Murtahin.
Namun akad ar-Rahn tidak batal dengan kepailitan yang menimpa ar-Rahin.

g. Binasanya al-Marhun

2" Wahbah Az-Zuhaily, Al figh Al Islam wa Adillatuhu, Juz 6, h. 229
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Berdasarkan kesepakatn fugaha, akad ar-Rahn batal dengan binasanya al-
Marhun, baik itu menurut jumhul ulama yang mengatakan bahwa al-Marhun
adalah barang amanat di tangan al-Murtahin sehingga jika binasa, maka ia tidak
menanggungnya kecuali jika ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan
keteledoran dari al-Murtahin, begitu pula ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa
unsur kehartaan al-Marhun kedudukannya adalah tertanggung jika binasa di
tangan al-Murtahin, sedangkan tanggungan yang dipikul oleh al-Murtahin
adalah yang lebih sedikit apakah nilai al-Marhun ataukah jumlah utang yang
ada (al-Marhun bihi), karena dengan binasanya al-Marhun berarti objek akad
tidak ada.?®

h. Melakukan pentasharufan terhadap al-Marhun dengan meminjamkannya,
menghibahkan atau mensedahkannya.

Akad ar-rahn selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu ar-Rahin
atau al-Murtahin, melakukan pentasharufan terhadap al-Marhun dengan
memanjamkannya, menghibahkannya, mensedekahkannya, atau menjualnya
kepada orang lain dengan seizin pihak yang yang satunya lagi.?

6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang,

bukan mencari keuntungan dan hasil, selama hal itu keadaanya demikian, maka

orang yang memegang gadai (murtahin) dapat memanfaatkan barang yang

28 \Wahbah Az-Zuhaily, Al figh Al Islam wa Adillatuhu, Juz 6, h. 230
2% Wahbah Az-Zuhaily, Al figh Al Islam wa Adillatuhu, Juz 6, h. 231
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digadaikan, skalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin). Menurut
Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya giradh
yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk giradh yang mengalirkan
manfaat adalah riba.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama
berbeda pendapat, diantaranya jumhur fugaha dan Ahmad. Jumhur Fugaha
berpendapat, bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang
gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada
utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba rasul

bersabda:

C, 25 Z_4°. g .8 . .5 52
9 j{ﬁ AN Ve Ef?JJ LF(

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.” (Riwayat

Harits bin Abi Usmah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian
berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat
diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda
gadai tersebut dan disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya

selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda:
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“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaan apabila
digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena
pembiayaan bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya
wajib memberikan biaya.””

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada
biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang
gadai seperti di atas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai
berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus
memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan.
Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang
barang gadaian berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya
pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.*

7. Pengertian Utang (Qardh)

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah Al-Qardh, secara
etimologis kata Al-Qardh berarti Al-Qath’u yang berarti potongan. Dengan
demikian Al-Qardh dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang

yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta

orang yang memberikan hutang.*

Menurut Imam Hanafi Al-Qardh adalah pemberian harta oleh seseorang

kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai

%0 Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subul As-Salam, (Bandung: Dahlan tth), h. 52
31 Sohari dan Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 161
32 A. Marzuki Kamaluddin, Figih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma“arif, 1998), Jilid XI1, h. 129.
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penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama

semestinya.®

Imam malik mengatakan bahwa Al-Qardh merupakan pinjaman atas benda
yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasihan dan merupakan
bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan, seperti bentuk yang

dipinjamkan.

Menurut Imam Hambali Al-Qardh adalah pinjaman yang berarti baik yang
bersumber kepada Al-Quran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang
baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan

kepadanya.**

Dari uraian diatas bahwa dapat dipahami bahwa Al-Qardh adalah pinjaman
atau hutang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk
dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman
tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang.
Dengan kata lain Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa
mengharapkan imbalan. Hutang piutang sebagai perjanjian, maksudnya adalah
setiap orang yang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi syarat-syarat

terjadinya peristiwa hukum tersebut.

** M. Abdul Mudjieb, Kamus Istilah Figih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 723
** M. Syafii Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.
131.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan salah
satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang prilaku
hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam
masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut field research (penelitian
lapangan).®> Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana Praktek
Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian
Hutang Piutang Perspektif Figih Empat Madzhab (Studi Kasus Di Desa
Sendangharjo Kecamatan Brondong Kecamatan Lamongan).
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pelaksanaan
penelitian ini terdapat pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhuan.
Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang
menghasilkan data-data deskripstif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan

penelitian terhadap latar alamiah atau konteks dari suatu kebutuhan (emity).*®

% Salim HS, Erlies Septina Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20
*® Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) h. 127
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C. Lokasi Penelitian
Salah satu yang ada dalam penelitian hukum empiris, yaitu lokasi
penelitian. Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat dilakukan penelitian.
Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Sendangharjo Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan guna mengambil suatu data untuk diteliti.
Adapun alasan peneliti memilih Desa Sendangharjo sebagai lokasi penelitian
yaitu karena terdapat suatu praktik pemanfaatan barang gadai oleh pihak
penerima gadai yang sudah menjadi tradisi di Desa Sendangharjo.
D. Jenis dan Bahan Hukum
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang
terdiri dari data primer dan data sekunder:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama, dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian. Sumber data
yang diambil langsung oleh penelitian melalui wawancara dan
dokumentasi.®” Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian adalah
hasil pengamatan di Desa Sendangharjo Lamongan, melalui wawancara
kepada:
a. Kepada Ibu Sulastun selaku pihak penggadai.
b. Kepada Ibu Sarmo’ah selaku pihak penggadai.

c. Kepada Ibu Siti Rofi’ah selaku pihak penggadai.

¥’Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), him 206
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d. Kepada Bapak Muchroji selaku pihak penerima gadai.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan,
diolah dan disajikan dari sekunder kedua yang diperoleh secara tidak
langsung dari subjek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku,
peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal
penelitian yang terkait.® Adapun data sekunder yang akan digunakan peneliti
yaitu Al-Qur’an, Sasli Rais. Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem
Operasional (Suatu Kajian Kontemporer). Abdul Ghofur Anshori. Gadai
Syariah Di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional). Ade Sofyan
Mulazid. Kedudukan Pegadaian Syariah (Dalam Sistem Hukum Nasional Di
Indonesia). Panji Adam. Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah (Konsep, Metodologi
Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah). Abdul Ghofur
Anshori. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan
Implementasi). Al-Syaikh ‘Abdul Rahman bin Muhammad ‘Awad Al-Jaziri.
al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah. Beirut-Lubnanhal: Dar al-Fikr. Hasan
Kamil Al-Mathluwi. Figh al-Muama/at, ala Madzhab al-Imam Malik. Kairo:
al-Majli al-A'la asy-Syu un al-Islamiyah.Haroen Nasrun. Figh Muamalah.
Ibnu Rusyd. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Indonesia: Dar al-

Ihya al-Kutub al-Arabiyyah. M Quraish Shihab. Tafsir al- Misbah, Pesan,

%830erjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Ul-Press, 1996), h 10
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Kesan dan Keserasian al- Qur’an. Sapiudin Shidiq. Figh Muamalat. Wardi
Ahmad Muslich. Figh Muamalat. Ismail Nawawi. Fikih Muamalah Klasik
dan Kontemporer. Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah
(Hukum perdata Islam). Muhammad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah,
Erlies Septina Nurbani HS, Salim. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis dan Disertasi, Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Sugioyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Soerjono.
Pengantar Penelitian Hukum, Amiruddin Zainal Asikin. Pengantar Metode
Penelitian Hukum. Andi Pratowo. Metode Penelitian Kualitatif Dalam
Perspektif Rancangan dan Penelitian.
E. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
reponden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam
hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik reponden merupakan pola
media yang melengkapi kata-kata secara variabel.** Adapun pengelolaan data
ditelusuri dan diperoleh melalui:
a. Wawancara dengan Ibu Sulastun selaku pihak penggadai
b. Wawancara dengan lbu Sarmoah selaku pihak penggadai
c. Wawancara dengan Ibu Siti Rofi’ah selaku pihak penggadai

d. Wawancara dengan Bapak Muchroji selaku pihak penerima gadai

%S0erjono, Pengantar Penelitian Hukum, h. 12
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2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable sesuai
permasalahan yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, foto, majalah,
prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.®® Dokumen yang digunakan
dapat berupa informasi dari website, penelitian terdahulu, profil, struktur
organisasi, dan dokumen lainnya yang berhubungan dan mendukung

penelitian ini.

F. Metode Pengelolahan Data
1. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data (editing) adalah melakukan pemeriksaan terhadap
jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, foto, dan
catatan-catatan lainnya.** Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti
kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya,
kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi atau
memecahkan permasalahan yang diteliti dan mengurangi kesalahan dan

kekurangan data.

“*Amiruddin Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakartan: Rajawali Pers. 2006).
“Andi Pratowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 238
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2. Kilasifikasi

Klasifikasi Merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban responden
menurut macamnya ke dalam kategori masing-masing. Hal ini dilakukan
untuk mempermudah dalam analisis.*?

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara
diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan
dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar- benar memuat
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah kembali dari data-data yang sudah terkumpul
untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan
sesuai dengan yang diharapkan Peneliti.*® Jadi tahap verifikasi ini
merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data
yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan
dan mencocokan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya
dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika
wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil
wawancara dengannya untuk ditangggapi apakah data tersebut sesuai dengan
yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data

peneliti memverifikasinya dengan cara trianggulasi, yaitu mencocokan

*Amiruddin Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 168
“Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 104.
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(Cross-check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan

pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkans secara proporsional.

. Analisis

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data
yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode
pengumpulan data yang telah dijelakan di atas, maka penulis akan mengelola
dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif
kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah- milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting kepada orang lain. Analisis
data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan
menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh

gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.
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5. Kesimpulan
Pengelohan data ini adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang
telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.** Pada tahap ini penelitian
sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah
dilakukan, yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian

gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

*Kusuma. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 89
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografis Desa Sendangharjo
Desa Sendangharjo merupakan salah satu Desa yang terletak di kabupaten
lamongan, untuk memperjelas gambaran letak geografis dapat di lihat pada uraian
berikut:

a. Data Umum

e Luas Desa Ha :1.777,136 Ha
e Kepala Desa/Lurah : Ahmad Kirom, S.Pd
e Sekertaris Desa : Mukairi, S.Sos

b. Batas Wilayah

e Desa/Kelurahan Sebelah Selatan : Gelap

e Desa/Kelurahan Sebelah Timur : Sumberagung
e Desa/Kelurahan Sebelah Barat : Tlogoretno

e Desa/Kelurahan Sebelah Utara : Brengkok

e Kecamatan sebelah Selatan : Laren

e Kecamatan sebelah Timur : Paciran

e Kecamatan sebelah Barat : Tuban

e Kecamatan sebelah Utara : Laut Jawa
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c. Potensi Sumber Daya Alam

Berikut adalah data tabel mengenai potensi sumber daya alam:*

Tabel 01
Potensi Sumber Daya Alam
TANAH SAWAH TANAH KERING
Sawah Irigasi Teknis Ha | Tegal / lading 512,576 Ha
Sawah lIrigasi ¥2 Teknis Ha | Pemukiman 19,790 Ha
Sawah Tadah Hujan 108,93 Ha | Pekarangan Ha
TANAH BASAH TANAH PERKEBUNAN
Tanah Rawa Ha | Perkebunan Ha
Rakyat
Pasang Surut Ha | Perkebunan Ha
Negara
Lahan Gambut Ha | Perkebunan Ha
Swasta
Situ/Waduk/D Ha | Perkebunan Ha
anau
Luas Tanah Ha | Luas Ha
Basah Perkebunan
Sawah Pasang Surut Ha Ha
Luas Tanah Sawah 108,93 Ha | Luas Tanah 632,366 Ha
Kering

Sumber: Profil Desa Sendangharjo Lamongan 2018

d. Potensi Sumber Daya Manusia.*®
Berikut adalah data tabel mengenai potensi Sumber Daya Manusia
Tabel 02

Potensi Sumber Daya Manusia

** Berdasarkan data kependudukan Desa Sendangharjo Lamongan Tahun 2018
*® Berdasarkan data kependudukan Desa Sendangharjo Lamongan Tahun 2019
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Jumlah laki-laki 2.882 Orang
Jumlah perempuan 3.129 Orang
Jumlah Total 6.011 Orang
Jumlah Kepala Keluarga 1.620 KK
Luas Desa 1.777,136 ha
Kepadatan Penduduk ( Jmlh Total/Luas 3,40 Per km
Desa)

Sumber: Profil Desa Sendangharjo Lamongan 2018

2. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai

Dalam Perjanjian Hutang Piutang di Desa Sendangharjo Lamongan

Praktik gadai tanah sawah yang di lakukan oleh masyarakat Desa
Sendangharjo, yaitu menjadikan sawah mereka menjadi barang yang tertahan
sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterima oleh orang yang
menggadaikan dari orang yang memberi pinjaman atau disebut juga sebagai
pihak penerima gadai, pihak yang menerima gadai dapat memanfaatkan dan
mengambil manfaat secara menyeluruh dari barang jaminan yang berupa sawah
yang digadaikan tersebut selama hutang belum mampu melunasinya, perjanjian
seperti ini sudah menjadi tradisi adat pada masyarakat Desa Sendangharjo
Lamongan.

Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Sendangharjo lamongan
digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjaminkan harta
benda atau barang berharga, yang dalam masyarakat Desa Sendangharjo
Lamongan menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya.

Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai
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(murtahin), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai
(rahin) dapat mengembalikan utangnya. Akad gadai sawah yang sering terjadi
di kalangan petani Desa Sendangharjo Lamongan umumnya dilakukan antar
individu. Tata cara gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada
aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun figih Islam.

Pada umumnya mata pencarian masyarakat Desa Sendangharjo disektor
pertanian, yang mengandalkan musim tanam jagung, padi, melon dll. Bila
musim panen tiba petani akan mendapatkan hasil tersebut yang dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya. Namun dalam
keadaan mendesak seperti kebutuhan sekolah anak, modal usaha dll, dalam
kebutuhan mendesak itu membuat petani Desa Sendangharjo terpaksa
menggadaikan tanah sawahnya.

Masyarakat Desa Sendangharjo menggadaikan tanah sawahnya kepada
kerabat, tetangga atau saudaranya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang
(utang) biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan. Selama batas waktu yang
sudah ditentukan penggadai belum mampu membayar uang Yyang
dipinjamkannya maka penerima gadai berhak menanam atau mengambil seluruh
hasil tanahnya.

Tata cara yang diperlihara adalah budaya yang berlaku di kalangan
masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun. Faktor yang
melatarbelakangi terjadinya akad gadai adalah terdiri dari faktor internal dan

eksternal. Faktor internal diantaranya adalah karena adanya kebutuhan
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keuangan untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk faktor eksternal yakni untuk
modal usaha dan menyekolahkan anaknya.

Berikut hasil dari wawancara pihak penggadai dan penerima gadai
mengenai proses gadai sawah yang terjadi di Desa Sendangharjo lamongan,
Narasumber yang pertama dari pihak penggadai yang bernama Ibu Sulastun,
umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga dan buruh tani, beliau ditanya
mengenai bagaimana praktek gadai tanah sawah yang di lakukan sebagai
berikut:

“Barang seng tak gadekno kui sawah, ora nduwe maneh nek gak sawah le,

alasanku gadekno sawah kerono butuh duit lan gawe biaya sekolah anakku

seng ke loro, yo sebab iku sawahku tak gadekno.”"’

“Barang yang saya gadaikan berupa sawah, tidak punya lagi kalau tidak

sawah mas, saya menggadaikan sawah karena membutuhkan uang untuk

biaya sekolah anak saya yang ke dua, faktor itulah saya menggadaikan tanah
sawah saya.”

Dari keterangan lbu sulastun, barang yang di gadaikan itu sudah sesuai
dengan rukun dan syarat gadai yang berupa sawah, milik sendiri, jelas dan
bermanfaat. menurut Ulama Syafi’iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga
syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak

terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa

* Sulastun, Wawancara pribadi, pemberi Gadai, Sendangharjo Lamongan, 3 September 2019
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pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah
syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjualbelikan.*®

Ibu Sulastun juga memberikan penjelasan tentang tata cara menggadaikan
sawah, beliau menuturkan bahwa:

“Carane aku gadekno sawah langsung tak parani nang tonggoku, terus tak
tawari nek aku butuh duwit terus sawah seng tak gawe jaminan, ora mesti
tergantung keadaan, jangka waktune kadang 1-2 tahun aku gadekno sawah,
wes lumayan sering, yo rapopo le opo jare seng kono, di apak-apakno seng
penting mben balik”.*®

“Cara saya menawarkannya yakni saya langsung mendatangi tetangga saya,

terus saya tawarkan kalau saya butuh uang terus sebagai jaminannya sawah,

tidak pasti tergantung keadaan, jangka waktu terkadang 1-2 tahun saya
gadaikan sawah, sudah lumayan sering, tidak apa-apa mas apa kata yang
sana, yang penting balik”.

Madzhab maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad
orang yang menggadaikan (rahin) dipaksakan untuk menyerahkan borg
(jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Sedangkan
menurut Al-Jazairi marhun boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya
selain murtahin sebab yang terpenting dari marhun tersebut dapat dijaga dan itu
bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.*

Narasumber yang kedua Menurut penuturan Ibu Sarmoah umur 55 pekerjaan

ibu rumah tangga dan buruh tani, selaku pihak penggadai mengatan bahwa:

*8 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, h, 200
*° Sulastun, Wawancara pribadi, pemberi Gadai, Sendangharjo Lamongan, 3 September 2019
% Abdul Ghofur Anshori. Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional), h 115
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“alasan saya gadaikan sawah itu, karena butuh uang untuk membayar
utang, mau gamau gali lobang tutup lobang, untuk melunasi utang tapi ya
gitu nambah utang lagi, karena ndak ada jalan lagi, saya sudah tua
penghasilan juga dari sawah. Carane nawarno sawah ya langsung datangi
di rumahe, dengan maksud untuk mengoadaikan sawah, biasanya yang
menentukan harga dan lama waktunya saya duluan, biasanya lama waktu
1-2 tahun untuk melunasi hutang.>*
“Alasan saya menggadaikan sawah karena saya butuh uang untuk
membayar hutang, mau gamau harus gali lobang tutup lobang untuk
melunasi hutang tapi ya gitu nambah hutang lagi, tidak ada jalan lagi, sya
sudah tua penghasilan juga dari sawah. Cara menawarkannya langsung saya
datangi kerumahnya dengan maksud untuk menggadaikan sawah, biasanya
saya dulu yang menentukan harganya baru kesepakatan, biasanya lama
waktu sekitar 1-2 tahun untuk melunasinya”.
Menurut keterangan Narasumber ketiga Ibu Siti Rofiah umur 45 tahun
pekerjaan ibu rumah tangga dan buruh, selaku pihak penggadai menuturkan:
“saya gadaikan sawah karena butuh uang untuk menggarap sawah lagi dan
untuk melunasi utang, ya carane langsung datangi kerumahnya sambil
menawarkan kalua mau ya langsung kesepakatan. Kalau soal harga
biasanya saya dulu yang menentukan, tergantung saya butuh uang berapa
yang saya perlukan, kalua sudah deal uang langsung saya bawa, biasanya
saya gadaikan swah saya 1-2 tahun.
“Saya menggadaikan sawah sawah karena membutuhkan uang untuk
menggarap sawah lagi dan untuk melunasi hutang, cara menawarkannya

yakni langsung mendatangi rumahnya, kalau mau langsung kesepakatan,

kalau soal harga biasanya saya dulu yang menentukan harga tergantung saya

5! |bu sarmoah, Wawancara pribadi, pemberi Gadai, Sendangharjo Lamongan 3 September 2019
>2 Siti Rofiah, wawancara Pribadi, Pemberi gadai, Sendangharjo Lamongan, 3 September 2019
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butuh uang berapa yang saya perlukan, kalau sudah ada kesepakatan uang

langsung diterima, lama waktu 1-2 tahun”.

Maka dari itu pada ranah ini para pihak penggadai telah rela menyerahkan
barang untuk ditahan sebagai objek jaminan yang mana ditawarkan pada
penerima gadai adapun dalam hal ini pihak penggadai telah memberikan akad
pertama yang mana akad ini telah disetujui kemudian diteruskan pada penerima
gadai, dengan catatan barang gadai tersebut boleh dimanfaatkan oleh pihak
penerima gadai sampai waktu yang ditentukan oleh akad mereka.

Narasumber yang kedua selaku pihak penerima gadai yang bernama Bapak
Muchroji umur 55 tahun, pekerjaan tani beliau ditanya soal praktek
pemanfaatan gadai sawah, menuturkan sebagai berikut:

“Alasanku gelem nglakoni akad gadai iku yo tujuane nulung tonggo seng
butuh duit, engko nek gak gelem gadeni diarani medit, carane transaksine
yo wonge seng butuh duit moro nang omah seng tujuane butuh duit terus
jaminane sawah, gak tau ono saksi pas waktu akad, yo wonge dewe seng
langsung marani nang omah, biasae gadekno sawahe minimal 1-2 tahun,
masalah harga yo tergantung seng butuhne duit, hasil teko sawah e yo tak
pek dewe, wong aku seng ngrumat sawah e yo wes dadi hak ku . >

“Alasan saya mau melakukan akad gadai itu ya tujuannya menolong

tetangga yang membutuhkan uang, nanti kalau tidak mau untuk memberi

pinjaman akan disangka pelit, cara transaksinya ya orang yang butuh uang
itu langsung bertamu kerumah saya dengan tujuan butuh uang terus

jaminannya itu sawah, belum pernah ada perangkat desa, ya orangnya

sendiri yang langsung ke rumah saya, biasanya waktu lama menggadaikan

>3 Bapak Mukhroji, wawancara Pribadi, Penerima gadai, Sendangharjo Lamongan, 4 September 2019
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sawahnya minimal 1-2 tahun, masalah haraga ya tergantung yang

membutuhkan uang, hasil dari sawah ya saya ambil sendiri, kan sudah

menjadi hak ku”.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama
berbeda pendapat diantaranya jumhur fugaha dan Ahmad. Jumhur Fugaha
berpendapat, bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-
barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini
termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila

dimanfaatkan termasuk riba rasul bersabda:

Coaldd Gaiteds 505 818

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.” (Riwayat
Harits bin Abi Usmah).>
Maka dari itu, percakapan di atas menunjukan relatifitas akad sebagai
berikut, syarat dan rukun dari pihak keduanya sudah sesuai dengan syariah yang
meliputi:
a. Rukun Gadai
1) Rahin (orang yang menggadaikan).
2) Murtahin (orang yang menerima gadai)
3) Marhun (barang yang digadaikan)

4) Marhun bih (utang)

> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subul As-Salam, (Bandung: Dahlan tth), h. 52
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5) Sighat (pernyataan gadai)
b. Syarat Gadai
1) Rahin dan murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan
murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan
juga berrti kelayakan sesorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.
Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah
melakukan rahn, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan
pengelolaan harta.

2) Shighah (akad)

Shighah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan
waktu di masa mendatang. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan
pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat
dengan syarat terentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu
di masa depan.

3) Marhun bih (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada
pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatau yang
menjadi utang itu tidak bias dimanfaatkan maka tidak sah. Harus di
kuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak
dapat dikuantifikasikan, rahn tidak sah.

4) Marhun (barang)
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Menurut ulama Syafi’iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga
syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan
tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah
tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat
pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual
belikan.

c. Pengambilan Manfaat

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para
ulama berbeda pendapat diantaranya jumhur fugaha dan Ahmad. Jumhur
Fugaha berpendapat, bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat
barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena
hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila

dimanfaatkan termasuk riba rasul bersabda:

\j,)f Z.4%.5. Lo 8

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.” (Riwayat

Harits bin Abi Usmah).>®

> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subul As-Salam, (Bandung: Dahlan tth), h. 52
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3. Hukum Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam
Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Figih Empat Madzhab di Desa
Sendangharjo Brondong Lamongan.

Jumhur selain Ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh
memanfaatkan marhun. Adapun hadist yang menjelaskan bolehnya
memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya
sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka
menginterprestasikannya dalam konteks jika rahin tidak bersedia untuk
memenuhi biaya kebutuhan marhun, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan
marhun, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan marhun adalah murtahin,
maka jika begitu, murtahin boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar
pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia
keluarkan. Sementara ulama Hanabilah memperbolehkan murtahin memanfaatkan
marhun, jika marhun adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan
menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan

dan menafkahi hewan tersebut.>®

Pada hakekatnya, marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemberi
gadai maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila mendapatkan izin masing-
masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin terhadap marhun hanya sebatas

menahan dan tidak berhak mengunakan atau mengambil hasilnya, dan selama

*® Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Cet 1, h, 192
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marhun ada ditangan penerima gadai sebagai jaminan marhun bih, rahin tidak
berhak menggunakan marhun. Adapun mengenai boleh atau tidaknya marhun
diambil manfaatnya baik oleh rahin maupun oleh murtahin, beberapa pandapat
Ulama’ yang tergabung dalam empat (4) madzhab tersebut yakni, madzhab
Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali mempunyai
pandangan berbeda dalam menyikapi tentang hukum pemanfaatan barang gadai

(marhun).

Selanjutnya penjelasan secara detail seputar pendapat madzhab-madzhab yang

ada dalam hal ini adalah seperti berikut:

a. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan
marhun, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan
atau membaca, kecuali dengan izin rahin. Karena murtahin hanya memiliki hak
al-Habsu (menahan) saja bukan memanfaatkan marhun, lalu marhun itu rusak
ketika digunakan, maka ia mengganti nilai marhun secara keseluruhan, karena
berarti ia telah menggashab.

Dan apabila rahin memberi izin kepada murtahin untuk memanfaatkan
marhun, maka menurut sebagian ulama Hanafiyyah, murtahin boleh
memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya
secara mutlak, karena itu adalah riba atau mengandung syubhat riba

(ketidakjelasan), sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba
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dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba. Dan ada sebagian lagi
yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam akad disyaratkan murtahin boleh
memanfaatkan marhun, maka itu adalah haram, karena itu adalah riba. Namun
jika itu tidak disyaratkan di dalam akad, , maka itu boleh, karena hal itu berarti
adalah bentuk tabarru’ (derma) dari rahin untuk murtahin. Pensyaratan, seperti
halnya ada yang sifatnya jelas, juga ada yang berdasarkan kebiasaan yang
berlaku, karena suatu kebiasaan yang berlaku sama seperti sesuatu yang
disyaratkan.®’

Pengklasifikasian ini adalah yang sesuai dengan ruh atau nilai-nilai syariat.
Karena biasanya, orang-orang ketika memberi pinjaman utang, maka mereka
biasanya menginginkan suatu kemanfaatan, dan seandainya tidak ada
kemanfaatan, maka mereka tidak akan bersedia memberi pinjaman utang. Dan
ini  berkedudukan seperti sesuatu yang disyaratkan dan itu adalah yang
mengharuskan larangan di atas, sebagaimana yang dikatakan oleh lbnu Abidin.

Dan saya melihat bahwa sikap hati-hati dalam urusan utang adalah wajib, dan
setiap pinjamanutang yang menarik suatu kemanfaatan baik yang disyaratkan
maupun yang berdasarkan kebiasaan yang banyak berlaku, maka menurut ulama
Hanafiyyah itu adalah riba. Ibnu Najim dalam kitab, “Al-Asyabaah,”
menegaskan bahwa dimakruhkan (maksudnya makruh tahriim) bagi murtahin
memanfaatkan marhun. Dalam Kkitab, “A#-Tatarkhaaniyyah,” disebutkan,

“Seandainya ada seseorang meminjam utang beberapa dirham, lalu ia

>" Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, h, 193
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menyerahkan hewan keledainya kepada pihak al-Mugridh (yang memberi
pinjaman utang), agar ia dipergunakan selama dua bulan sampai ia melunasi
utang tersebut, atau ia menyerahkan rumahnya agar ditempati oleh al-Mugridh,
maka bentuk akad seperti ini termasuk akad sewa fasid (rusak, tidak sah). Jika
al-Mugridh benar-benar menggunakan atau menempatinya, maka ia harus
membayar biaya sewa standar dan akad tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai
akad ar-rahnu.” *®

Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak
boleh memanfaatkan marhun, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki,
menempati, atau membaca, kecuali dengan izin rahin. Karena murtahin hanya
memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila murtahin
memanfaatkan marhun, lalu marhun itu rusak ketika digunakan, maka murtahin
harus mengganti nialai marhun secara keseluruhan, karena ia telah menggashab.

Dan ada sebagian ahli figih Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang
mengharuskan murtahin menggunakan barang gadai walaupun dengan izin
rahin, karena itu adalah riba atau mengandung syubhat, sedangkan izin atau
dapat persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Tetapi mayoritas mereka
membolehkan murtahin memanfaatkan barang gadai (marhun) bila ada izin dari
rahin. Namun jika tidak disyaratkan dalam akad, maka hal pemanfaatan barang

gadai tersebut termasuk riba.

%8 Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, h, 194
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b. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyyah mengklasifikasi, apabila ar-Raahin mengizinkan kepada
al-Murtahin untuk memanfaatkan al-Marhun atau al-Murtahin mensyaratkan ia
boleh memanfaatkan al-Marhun, maka itu boleh jika utang yang ada (al-Marhun
bihi) adalah dikarenakan akad jual beli atau yang sejenisnya (akad al-
Mu’awwadhah, pertukaran) dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas
waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan)
yang bisa merusak akad ijarah. Karena itu adalah bentuk jual beli dan ijarah, dan
itu adalah boleh. Diperbolehkannya hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-
Dardir adalah dengan cara al-Murtahin mengambil kemanfaatan tersebut untuk
dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam pembayaran utang yang
ada sedangkan sisa utang yang ada harus segera dilunasi. Namun hal ini tidak
diperbolehkan jika al-Marhun bihi adalah bentuk pinjaman utang, karena itu
berarti masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan.
Begitu juga, al-Murtahin tidak boleh memanfaatkan al-Marhun jika al-Marhun
bihi dalam bentuk pinjaman utang meskipun ar-Rahin berderma dengan
mengizinkan al-Murtahin memanfaatkan al-Marhun secara Cuma-Cuma,
maksudnya tidak disyaratkan oleh al-Murtahin memanfaatkannya. Karena hal itu

termasuk kategori hadiah midyan, sementara Rasulullah saw, melarangnya.*®

> Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, h, 194
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Ada delapan bentuk persyaratan al-Murtahin untuk memanfaatkan al-Marhun
untuk dirinya sendiri, tujuh di antaranya dilarang, hanya satu aja yang
diperbolehkan. Adapun yang dilarang adalah empat bentuk di antaranya adalah
dalam kaitannya dengan tanggungan utang atas dasar pinjaman utang, yaitu jika
masa pemanfaatan ditentukan, atau tidak ditentukan, disyaratkan, atau tidak
disyaratkan. Sedangkan yang tiga adalah dalam kaitannya dengan tanggungan
utang yang muncul dari transaksi jual beli, yaitu jika pemanfaatan tersebut tidak
disyaratkan baik batas waktunya ditentukan maupun tidak, atau disyaratkan
namun tidak ditentukan batas waktunya.

Berdasarkan pendapat Ulama Malikiyyah, apabila rahin mengizinkan kepada
murtahin untuk memanfaatkan barang gadai marhun atau murtahin
mensyaratkan ia boleh memanfaatkan marhun maka itu boleh dilakukan jika
utang (marhun bih) adalah karena akad jual beli atau yang sejenisnya. Dan
pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan jelas agar tidak
mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merusak akad. Karena itu adalah
bentuk jual-beli dan ijarah dan itu adalah boleh. Namun hal yang tidak
diperbolehkan jika marhun bih adalah bentuk pinjaman utang (qard). Karena itu
masuk kedalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga
murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun jika marhun bih dalam bentuk
pinjaman utang meskipun rahin mengizinkan murtahin memanfaatkannya.

€. Madzhab Syafi’i
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Ulama Syafi’iyyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama
Malikiyyah, vyaitu al-Murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang

digadaikan berdasarkan hadis,

280%  of-_ 85%% a1 a-.. 4 . e oGt Al &
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“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang
memilikinya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi
pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi
tanggungannya pula biaya peliharaan barang yang digadaikan.”

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kata, “ghunmuhu, ” artinya adalah apa-apa
yang dihasilkan oleh al-Marhun, sedangkan kata, “ghurmuhu,” artinya adalah
rusak dan berkurangnya al-Marhun. Dan tidak diragukan lagi bahwa di antara
sesuatu yang termasuk al-Ghunmu adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah
pendapat Abdullah Ibnu Mas’ud r.a.

Apabila dalam akad al-Qardh (pinjaman utang), al-Murtahin mensyaratkan
sesuatu yang merugikan pihak ar-Rahiin, seperti apa-apa yang dihasilkan oleh al-
Marhuun atau pemanfaatan al-marhuun adalah untuk al-Murtahin misalnya,

maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad ar-

Rahnu tersebut juga menjadi tidak sah berdasarkan hadist.
Lot D85 S A4 35 A B 2580y

“Barang syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah (maksudnya

bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut batal dan tidak sah.”
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Adapun alasan kenapa akad ar-Rahnu tersebut juga tidak sah adalah
dikarenakan syarat tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad
ar-Rahnu, sama seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak al-
Murtahin.

Adapun jika kemanfaatan tersebut ditentukan atau diketahui, sementara ar-
Rahnu atau gadai disyaratkan dalam akad jual beli (tidak secara tunai), maka sah
mensyaratkan kemanfaatan al-Marhun untuk al-Murtahin, karena itu adalah
suatu bentuk menggabungkan antara akad jual beli dan akad sewa dalam satu
transaksi dan itu boleh.®
d. Madzhab Hambali

Adapun ulama Hanabilah, mereka mengklasifikasi, yaitu apabila al-Marhun
selain hewan, vyaitu apabila al-Marhun adalah sesuatu yang tidak butuh
pembiayaan untuk memberi makan, seperti rumah, barang dan lain sebagainya,
maka al-Murtahin sama sekali tidak boleh memanfaatkan al-Marhun itu tanpa
seizin ar-Rahin. Karena al-Marhun, kemanfaatan-kemanfaatannya dan apa yang
dihasilkannya adalah milik ar-Rahin, oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang
boleh mengambilnya tanpa seizin ar-Rahin.

Apabila ar-Rahin mengizinkan kepada al-Murtahin untuk memanfaatkan al-
Marhun tersebut dengan tanpa imbalan (secara cuma-cuma) sedangkan al-
Marhun bihi adalah al-gardhu, maka itu tidak boleh, karena itu termasuk

pinjaman utang yang menarik kemanfaatan dan itu adalah sesuatu yang

% \Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, h 195
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diharamkan. Imam Ahmad berkata, “Saya membenci transaksi mengutangkan
rumah, karena itu adalah murni riba,” maksudnya adalah, apabila rumah
tersebut digadaikan dengan pinjaman utang (al-Qardh) dan rumah itu
dimanfaatkan oleh al-Murtahin.

Apabila penggadaian itu adalah dengan harga barang yang dijual, biaya sewa
rumah, atau dengan utang selain al-Qardhu, lalu ar-Rahin mengizinkan kepada
al-Murtahin untuk memanfaatkannya, maka itu boleh. Maksudnya meskipun itu
disertai dengan adanya unsur al-Muhaabaah dalam biaya sewa (maksudnya, hal
itu dilakukan dengan disertai tujuan yang tersembunyi untuk membujuk dan
mengambil hati orang yang bersangkutan.

Apabila pemanfaatan al-Murtahin terhadap al-Marhun itu tidak secara gratis,
akan tetapi dengan imbalan, yaitu berupa ajrul mitsil (biaya sewa standar), maka
itu boleh, baik apakah al-Marhun bihi adalah al-qardhu maupun bentuk
tanggungan utang yang lain, karena disini berarti al-Murtahin tidak
memanfaatkan atas dasar al-Qardhu, akan tetapi atas dasar akad ijarah (sewa).
Namun jika ada unsur al-Muhaabaah di dalamnya, maka itu tidak boleh jika al-
Marhun bihi adalah al-gardhu. Namun jika al-Marhun bihi bukan dalam bentuk

al-gardhu, maka boleh.®!

%1 \Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, h, 196
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sendangharjo

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Pada umumnya penggadai

(rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah

uang guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan sawah sebagai

barang jaminan. Menggadaikan tanah sawah biasanya kepada tetangganya
sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan
sampai si penggadai mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai
batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa

batas waktu tertentu. hak penguasaan atau pemanfaatan sawah berada di

tangan penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan utang.

2. Praktek pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai

(murtahin) dalam Figih empat Madzhab terjadi perbedaan.

a) Madzhab Hanafi ada dua kelompok, pertama apabila rahin memberi izin
kepada murtahin untuk memanfaatkan marhun, maka menurut sebagian
Ulama Hanafiyyah murtahin boleh memanfaatkannya secara mutlak.
Kedua, sebagian ahli Figih Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan
yang mengharuskan murtahin memanfaatkan barang gadai walaupun
dengan seizin rahin, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan,

sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba.
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b) Madzhab Maliki membagi dua bagian, pertama, melarang memanfaatkan
marhun dalam utang yang bersifat gard (suatu akad pinjaman). Kedua,
memperbolehkan memanfaatkan marhun dalam bentuk jual beli atau
transaksi Mu awwadah (pertukaran).

c) Madzhab Syafi'i melarang murtahin memanfaatkan marhun, karena
murtahin hanya mempunyai hak untuk menahan bukan memanfaatkan,
tapi apabila rahin memberi izin kepada murtahin untuk memanfaatkan
marhun maka diperbolehkan karena rahin bebas mengizinkan siapa saja
yang di kehendaki untuk memanfaatkan marhun. Asalkan tidak dilakukan
dalam akad.

d) Madzhab Hambali lebih mengkhususkan kepada jenis barang yang
digadaikan. apabila marhun berupa benda mati, maka murtahin dilarang
memanfaatkan marhun. Namun apabila marhun berupa benda hidup
(hewan yang dapat ditunggangi dan diperah) maka murtahin boleh
memanfaatkan marhun, sesuai biaya yang dikeluarkan untuk merawat
marhun.

B. Saran-Saran
Dengan adanya uraian di atas, saran-saran yang bisa peneliti sampaikan
dalam kesempatan ini yakni sebagai berikut:
1. Bagi para pihak pemberi gadai maupun penerima gadai yang melakukan
transaksi gadai sawah hendaklah saling mengerti satu sama lain, agar tidak

menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
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2. Bagi para pihak pemberi gadai maupun penerima gadai hendaklah mengerti

bagaimana tata cara gadai yang benar menurut syariat islam.



71

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kitabul Akbar (Al-Qur’an terjemah), Jakarta: Akbar Media tth.

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep,
Regulasi, Dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University press.

2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, Figih Islam Wa Adillatuhu, terj Abdul Hayyie al-Kattani,

dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-Jaziri, Al-Syaikh ‘Abdul Rahman bin Muhammad ‘Awad. al-Figh ‘ala al-

Mazahib al-Arba’ah. Beirut-Lubnanhal: Dar al-Fikr. 1990.

Al-Mathluwi, Hasan Kamil. Figh al-Muama/at, ala Madzhab al-lmam Malik.

Kairo: al-Majli al-A'la asy-Syu un al-Islamiyah.

Asikin, Amiruddin Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakartan:

Rajawali Pers. 2006.

Abdullah, Sohari, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Antonio M. Syafi“i, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani

Press, 2001.

HS, Salim. Erlies Septina Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian

Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.



72

Ismail al-Kahlani Muhammad bin, Subul as-Salam, Bandung: Dahlan, tth

Kamaluddin A. Marzuki, Figih Sunnah, Bandung: PT. Al-Ma“arif, 1998, Jilid

XII.

Mudjieb M. Abdul, Kamus Istilah Figih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya. 2006.

M. Muslichuddin, Sistem Perbankan dalam Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Muslich, Wardi Ahmad. Figh Muamalat. Jakarta: Amzah. 2013. Cet. II.

Mulazid, Ade Sofyan. Kedudukan Pegadaian Syariah (Dalam Sistem Hukum

Nasional Di Indonesia). Kementrian Agama RI. 2012,

Nasrun, Haroen. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia

Indonesia.2012.

Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar

Maju, 2008

Pratowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan dan

Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.



73

Rais, Sasli. Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian

Kontemporer). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ul-Press). 2008.

Rusyd, Ibnu. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugtasid, Indonesia: Dar al-lhya

al-Kutub al-Arabiyyah.

Suhendi, Hendi, Figih Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja

Grafinda Persada, 2002.

Soemitra Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Press

2010.

Syafe’i, Rahmat, Figih Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul-Press. 1996.

Sugioyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta. 2015.

Shihab, M Quraish. Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an.

Jakarta: Lentera Hati .2005 Cet. 5.

Shidiq, Sapiudin. Figh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010

Cet. I.

Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



74

SKRIPSI
Asiah, Nur, Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam
Persfektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata, Skripsi, IAIN Walisongo

2005.

Rif’ati, Nur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor
(Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegando Kabupaten

Kendal), Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, Jurusan Muamalah. 2008.

Utami, Fingky, Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir 11 Dalam
Persfektif Ekonomi Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera

Utara 2018.

WAWANCARA

Bapak Mukhroji, Wawancara Pribadi, Penerima gadai, Sendangharjo Lamongan,

4 September 2019

Sulastun, Wawancara pribadi, pemberi Gadai, Sendangharjo Lamongan, 3

September 2019

Ibu Sarmoah, Wawancara pribadi, pemberi Gadai, Sendangharjo Lamongan 3

September 2019

Siti Rofiah, wawancara Pribadi, Pemberi gadai, Sendangharjo Lamongan, 3

September 2019



75

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dari pihak penggadai:

8.

9.

Apa yang dijadikan barang jaminan ketika peminjaman utang?

Apakah barang jaminan ditahan apa tidak?

Berapa uang yang ibu pinjam?

Apakah ibuk sering menggadaikan?

Apakah ibu bersedia barang jaminannya dimanfaatkan?

Apakah ibu ikhlas barang jaminannya digunakan untuk kepentingan penerima
gadai sampai waktu yang ditentukan bersama?

Apa alasan ibu menggadaikan sawah?

Bagaimana tata cara ibu melakukan transaksi gadai?

Apakah ada saksi pada saat waktu transaksi?

10. Mengapa sawah sebagai barang jaminan?

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Daftar pertanyaan wawancara dari pihak penerima gadai:

1. Apa yang dijadikan barang jaminan?

2. Apa alasan bapak menerima tawaran dari pihak penggadai?
3. Apakah ada saksi pada saat waktu transaksi?

4. Bagaimana tata cara pihak penggadai melakukan transaksi?
5. Apakah hasil dari penggarapan sawah hasilnya di bagi dua?

6. Berapa lama jangka waktu menggadaikan sawah?
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2. Gambar

1. Wawancara dengan Ibu Sulastun selaku pihak penggadai
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3. Wawancara dengan Ibu Sarmo’ah selaku pihak penggadai
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